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BUPATI SUKAMARA 

PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA 

NOMOR 2 TAHUN 2019 

 
TENTANG 

 

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018-2023 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SUKAMARA 

 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan     
Pasal 267 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 

Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten 

Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, 
Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan 

Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180); 

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas        
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6322); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata 
Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan (Lembaraan Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4663); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4815); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5887); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata 
Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak 

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6057); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 

Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia    
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

13. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Dalam 
Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah; 
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16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 

Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312); 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang 

Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup 

Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 459); 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 

tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538); 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1450); 

20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 

2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 

Nomor 34); 

21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 
2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan 

Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 

2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 

2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 

Sukamara Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukamara Tahun 2012 Nomor 14); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara 

Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukamara Nomor 40); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 

2017 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukamara Nomor 14); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA 

 

dan 
 

BUPATI SUKAMARA 

 
MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN 

JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SUKAMARA 

TAHUN 2018-2023. 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara. 

2. Bupati adalah Bupati Sukamara. 

3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan daerah otonom. 

4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi 
dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem 

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah 

6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu 

Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat Bappeda 
adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sukamara. 

8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya 

disingkat Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan 
Daerah Kabupaten Sukamara. 

9. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 yang 
selanjutnya disebut sebagai RPJPD adalah dokumen perencanaan 

pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak 
tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025. 

11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya 

disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa 
jabatan Kepala Daerah. 
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12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD 
adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah 
dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode1 (satu) tahun. 

14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD 
adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan 

disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah. 

15. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau 

dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya 
yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, 

mendesak, berjangka panjang dan menentukan tujuan penyelenggaraan 
pemerintahan daerah di masa yang akan datang. 

16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir 
periode perencanaan pembangunan Daerah. 

17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 
dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 

18. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 
jangka waktu 5 (lima) tahunan. 

19. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi 
pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun 
waktu yang lebih pendek dari tujuan. 

20. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau 

kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, 

dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu 
kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah 
tujuan sudah tercapai. 

21. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program 
indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 

22. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh 
pemerintah pusat/daerah untuk mencapai tujuan. 

23. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 

kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Dearah atau masyarakat yang 
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan 

tujuan pembangunan daerah. 

 

Pasal 2 

Maksud disusunnya RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 yaitu 

sebagai acuan resmi bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) dalam: 

a. penyusunan RKPD; 

b. penyusunan Renstra PD; 
c. penyusunan Renja PD; dan 

d. penentuan pilihan-pilihan program kegiatan tahunan daerah yang akan 

dibahas dalam rangkaian forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Daerah secara berjenjang. 
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Pasal 3 

 
Tujuan disusunnya RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 yaitu: 

a. sebagai satu acuan resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Daerah, DPRD 

dan masyarakat dalam menentukan prioritas program dan kegiatan 
tahunan yang akan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Kabupaten Sukamara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi 

dan sumber pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 
b. sebagai satu tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja 

tahunan setiap PD; 

c. sebagai penjabaran gambaran kondisi umum daerah dalam konstelasi 

regional dan nasional sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin 
dicapai dalam rangka mewujudkan visi misi Bupati; 

d. memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD 

dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan 
secara terpadu, terarah, dan terukur; 

e. memudahkan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Daerah, DPRD dan 

masyarakat untuk memahami dan menilai arah kebijakan program serta 
kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahunan. 

 

BAB II 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH 

 

Pasal 4 

(1) RPJMD merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai 
landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan 

pembangunan 5 (lima) tahun yang menjabarkan: 

a. visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan 
b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program 

pembangunan yang akan dilaksanakan oleh PD, disertai dengan kerangka 

pendanaan yang bersifat indikatif. 

(2) RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Renstra PD dan Renja PD. 

(3) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan: 

a. RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah; 
b. RTRW Kabupaten Sukamara; dan 

c. RPJMD Kabupaten sekitar. 

 

Pasal 5 

(1) Sistematika RPJMD meliputi: 

a) BAB I : Pendahuluan; 

b) BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah; 
c) BAB III : Gambaran Keuangan Daerah; 

d) BAB IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis; 

e) BABV : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; 

f) BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; 
g) BAB VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat 

Daerah; 

h) BAB VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;  
i) BAB IX : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan; dan 

j) BAB X : Penutup. 
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(2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 
 

Pasal 6 

RPJMD merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan 
pembangunan dan pelayanan publik. 

 

BAB III 
PENGENDALIAN DAN EVALUASI  

Pasal 7 

(1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD. 

(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. kebijakan perencanaan RPJMD; 
b. pelaksanaan RPJMD; dan  

c. hasil RPJMD. 

(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Kepala Bappeda. 

(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 
BAB IV  

PERUBAHAN RPJMD  

 

Pasal 8 

(1) Perubahan RPJMD dapat dilakukan apabila: 

a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan 

tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana 

pembangunan daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; 

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang 

dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 

c. terjadi perubahan yang mendasar mencakup antara lain terjadinya 

bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, 
gangguan keamanan, pemekaran daerah dan perubahan kebijakan 

nasional. 

(2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan 

Peraturan Daerah. 

BAB V 
KETENTUAN PERALIHAN  

 

Pasal 9 

(1) Sebelum RPJMD periode selanjutnya ditetapkan, penyusunan RKPD 

berpedoman pada RPJPD Kabupaten dan RPJMD periode sebelumnya. 

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam 

penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 
pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya. 
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BAB VI 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 10 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Sukamara. 

 

Ditetapkan di Sukamara 
pada tanggal 22 Maret 2019 

 

BUPATI SUKAMARA, 

 
            Ttd. 
 

 

  WINDU SUBAGIO 

 
 

 

Diundangkan di Sukamara 

pada tanggal 22 Maret 2019 

 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN SUKAMARA, 

 

               Ttd. 
 
 

         SUTRISNO 

 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2019 NOMOR 2 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI 

KALIMANTAN TENGAH:   02, 21/2019 
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PENJELASAN 

ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA 

NOMOR 2 TAHUN 2019 

TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH  

KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2018-2023 

 
I. UMUM 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional pada Pasal 5 Ayat (2), RPJMD 

merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati yang 
penyusunannya berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan RPJM Nasional. Selain 

daripada itu berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 tentang Pemerintahan Daerah dinyatakan bahwa Rencana 

Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Daerah. 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 
Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran visi, misi 

dan progam Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah 

dan RTRW Kabupaten serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan 
Tengah dan RPJM Nasional. Mekanisme penyusunan RPJMD Kabupaten 

Sukamara Tahun 2018-2023 dimulai setelah dilantiknya Bupati Sukamara 

dan Wakil Bupati Sukamara pada tanggal 24 September 2018 dan 

mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. 
Penyusunan RPJMD Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023 

dilakukan mendasarkan pada prinsip-prinsip: keterkaitan, konsistensi, 

kelengkapan, kedalaman dan keterukuran. Disamping itu secara terpadu 
juga menerapkan pendekatan-pendekatan: partisipatif (bottom up), top 

down, teknokratis, politik dan inovatif yang melibatkan seluruh pemangku 

kepentingan pembangunan, serta mengacu ketentuan perundang-

undangan. 
Peraturan Daerah ini mencakup landasan hukum di bidang 

perencanaan pembangunan daerah oleh Pemerintah Daerah dalam kurun 

waktu 5 (lima) tahunan dan digunakan sebagai arahan kegiatan 
pembangunan sesuai dengan kewenangan daerah. 

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas perlu menetapkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara tentang Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2018-2023. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 
 Cukup Jelas. 

Pasal 2 

 Cukup Jelas. 
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Pasal 3 

 Cukup Jelas. 
Pasal 4 

 Cukup Jelas. 

Pasal 5 
 Cukup Jelas. 

Pasal 6 

 Cukup Jelas. 
Pasal 7 

 Cukup Jelas. 

Pasal 8 

 Cukup Jelas. 
Pasal 9 

 Cukup Jelas. 

Pasal 10 
 Cukup Jelas. 

 

 
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 64 


